BAB1

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan
dipedakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bemsifat repressif. Undang-
Undsng yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberzntasan Tindak Pidana Korugsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde }ama korupsi @asth terjadi meski sejak tahun 1957
telah ada atuszn yaog cukup jelas yaitu Peranaan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun
1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.
Bergamn ke orde baru, keadaan scnmkin buruk meskipun sudah dilekukan peruhaban
pada peranghkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 yang sangat keras tewpi seolah tidsk berdaya mcugharobat tindak pidana
korupsi.

Pada orde reformasi penyeaipuruaap terhadap Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidsk membawa pejubahan
apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang bendak dicapaj
adalah dersifet umura, yaitu penepakan keadilan hukwm secar tegas begi siapa saja
yang terbukt melakukan indak pidana korupsi.
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Penegakan hukum pada dasamya melibatkan seluruh warga cegara (ndowesia,
dimana dalam pelaksansannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum
tersebut dilakukan oleh apara) yang berwenang. Apaiat negara yang berwenang dalam
@emerksano pevdeca pidana adalab epasat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Polist, Jaksa dan Hakim mengpakao tiga unsur peoegak hukum yang masing-masing
mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesumi dengan Perangan
Perundang-Uedangan yang berlaku' Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat
penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dan sistem peradilan pidana. Di dalam
rangka penegakan hukwn ini masing-masing sub sistem \ersebut mempunyai peranan
yang berbada-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan kesentuan Peruadang-
Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bDerzama-sama mempunyai kesamaan
dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa becpcran sebagai penyidik dan
juga sebagai penuntut umum. Maka perananoya dalam gemberantasan tindak pidana
kongrsi secara penal sangat dominan, artinya secars penal adalah pemberarmasan
tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganaanya. Selain
penangaaan tindak pidane secara pensl dikenal juga pemapganan non pensl yaitu
digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi 2

| Soapao Sockmto, FalMlor-Fakior yang Mempogareh) Pencghan MHubon, PT Rais
Grafndo J 2002, hat. ¢6.
? 1bid., hal. 79.
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Keshlian yang profesional harus dimiliki oleh sparat Kejaksasar baik
mecngensi pomabaman dan pengertan serta peoguasaan Peraruran Perundang-
Undangen dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan
uadsk pidana konmpsi dapat berhasil. Penguasaao tersebut sungat penting sifatnya
karena pelakv tindak pidana korupsi itu mempuanyai ciri<ciri tersendin, Ciri pada
pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan diiakukan oleb orang-orang yang
berpepdidikan tingg dan punya jabetan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalab dalam  ha!
melapotkannya. Oiiharatkap sebagai “lingkaran setan”, maksud dan lingkaran setap
tersebut adalab dalam hal terjadi tindak pidaca korupsi dimana ada yang mengetahui
telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pibak yang berwajib. ada yang
mengetahui tapi tidak meraza tahy, ada yang mau melaposkan tept dilarang, ads yang
boleh tapi tidak beraai, ada yang beraai tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa
tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak
mau untuk melepor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang mevupakan tindak pidana khusus dalam
pcmngananya dipezlukan suatv kerja sama deugsa pihak lain, untuk dapat
diselesaikan perkaraaya oleh jaksa. Jaksa sebagpi penyidik merangkap sebagai
penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyetezaikan
kewajibannya terscbut Jaksa harus bekerja sama dengan fihak lain yang terkait. Kerja
sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubuagan hukum, karena dalam melekukan

kerja sama dalzm suatu alwran atau bhukum yang sifamya past, Hubungan bhukum
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Sistem Hukum Acara Pidana Untuk Perkara Kaaupsi (Studi Xasus di Peagadilan

Negeri Medan)”. Agar tidak menimbutlan permasalahan dalacy tul pembdahasan

skripsi ini nantinya. maka berikut ini akan dibenikan pengeitian atas judul yang

diajukan yaitu:

- Pcraman adalah tugas atau kewenaongan yang diberikao kdrena suatu jabawen
tectentn.®

- Jaksa encaurnt Pasal 1 Angka | Undang-Uandang Nomor. 16 Tahun 2034 tentang
Kejaksazn Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional
yang diberi wewenang oleh undapg-undang ini untuk beitindak sebagaé
peayelidik, mepuntut umwn dan pelaksanean putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum serta wewenang fain berdasarkac Undang-Undang
Nomor 16 Tahua 2004.

- Untuk adalah suat kondisi yang menerangkan keadaan tertentu.*

- Sistern adalah saary tala cara yang tersusup sedemikian rupa.’

- Hukum Acara Pidana adalah tata cara yang diterapkan dalam hal beracars di
bidang hukum pidana yang diamr dalam Undang-Undang No. 8 Tabun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

- Perkata Korupsi adalah perkara yang berhubungan dengan kegiatan merugikaa

keuangan negara.

? Dinas Pendidika> Neasiona). Kamus Bexar Bahasta Indanesia, PN. Balai Pushaim, Jekmtam
2003, bal. 655.

* 7bid, hel. 124

S Ibid., bal. 832.
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